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Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada sabuk gunung 
berapi pasifik, kondisi ini menyebabkan banyak gunung berapi di Indonesia. Salah 
satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif adalah Gunung Berapi Anak 
Krakatau yang terletak di Selat sunda. Akibat erupsi anak Gunung Krakatau yang 
terjadi pada Sabtu malam tanggal 22 Desember 2018, mengakibatkan tsunami 
yang menerjang sebagian Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sebagian wilayah 
Kabupaten Lampung Selatan dan di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa 
terparah terkena dampaknya. Yang mengakibatkan mata pencaharian masyarakat 
terputus. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 
Desa adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 
Bencana Alam yaitu Pemerintah Desa menjadi penanggungjawab 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Atas amanat Undang-Undang tersebut 
Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan wajib berperan dalam menanggapi 
bencana tsunami yang terjadi di Desa Way Muli Timur sampai dengan pemulihan 
dan meningkatkan kembali ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian 
ini, yaitu: Apa peran Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan dalam 
meningkatkan kembali ekonomi masyarakat pasca tsunami. Bagaimana 
pandangan fiqh siyasah terhadap peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan 
kembali ekonomi masyarakat pasca tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan 
Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan dalam penelitian ini 
adalah: Mengetahui tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 
Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami. Mengetahui tentang pandangan fiqh siyasah 
terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 
Pasca Tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten 
Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, penelitian ini 
bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder, metode 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokomentasi. Sedangkan 
analisis data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa: Peran Pemerintah Desa Kabupaten Lampung 
Selatan yang bekerja sama dengan aparat Pemerintah Desa Way Muli Timur 
dalam menanggapi tanggap darurat korban bencana pasca tsunami untuk 
memulihkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Way Muli Timur sudah sejalan 
dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Daerah. 
Berdasarkan pandangan fiqh siyasah, terhadap peran Pemerintah Desa dalam 
meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami di Desa Way Muli Timur 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, hal tersebut sudah sejalan 
dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam fiqh siyasah dusturiyah. Adapun 
kendala Pemerintah Desa dalam peningkatan kembali ekonomi masyarakat pasca 
tsunami di Desa Way Muli Timur yaitu: Bantuan tidak sampai ke sasaran karena 
tempat tinggal mereka terpisah jauh dan minimnya tenaga untuk menyampaikan 
bantuan tersebut. Terbatasnya/rusaknya sarana dan prasarana yang disebabkan 
oleh bencana tsunami yang menyulitkan Pemerintah Desa dalam menyalurkan 
bantuan-bantuan untuk korban tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan 
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مأ  ُك نأ ِم ِر  َمأ ْلأ ا وِِل  َوُأ وَل  رَُّس ل ا وا  ُع ي ِط َوَأ لََّو  ل ا وا  ُع ي ِط َأ وا  ُن َم َن آ ي لَِّذ ا ا  ي َُّه َأ ا  َي
مأ  ُت نأ نأ ُك ِإ وِل  رَُّس ل َوا لَِّو  ل ا ََل  ِإ وُه  ُردُّ  َ ف ٍء  يأ َش ِِف  مأ  ُت َزعأ ا َن  َ ت نأ  ِإ ونَ َف ُن ِم ؤأ  ُ  ت
ًل   أِوي َت ُن  َس حأ َوَأ ٌر  ي أ َخ َك  ِل رِذََٰ ِخ ْلأ ا ِم  وأ  َ لأي َوا لَِّو  ل ا  .ِب
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul dan 
ulil amri diantara kamu. 
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikan kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”. 
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A. Penegasan Judul 
     Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang 
jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya 
uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul 
skripsi ini “Peran Pemerintah DesaDalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 
Pasca Tsunami Dalam Perspektif  Fiqh Siyasah”. (Studi di Desa Way Muli 
Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan) sebagai berikut: 
1. Peran Pemerintah Desa 
     Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap 
sesuatu, jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan telah suatu peran.
1
 Pemerintah Desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 





    Ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat 
membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, menggunakan 
sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai 
macam cara dalam menghasilkan berbagai macam jenis barang, jasa dan 
                                                             
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2001), h. 267. 
2





mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik dimasa sekarang 




    Yaitu sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, 




     Yaitu suatu bencana alam, dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 
Tentang Penanggulangan Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, 
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau factor non alam maupun 
faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.5 
5. Perspektif 
     Yaitu suatu cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang 
akan sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang 




6. Fiqh Siyasah 
     Yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ 
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili atau 
                                                             
3
 Sudano Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, Ed. 3, Cet. 26 (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011), h. 9. 
4
 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Celaban 
Timur UH III/548, 2013), h. 25. 
5
 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 
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7. Studi di Desa Way Muli Timur 
     Studi adalah salah satu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang 
dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.
8
 Desa Way 
Muli Timur merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Rajabasa 
Kabupaten Lamsel, yang letak geografisnya berhadapan langsung dengan 
Selat Sunda. 
8. Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan 
     Kecamatan Rajabasa adalah sebuah kecamatan  yang terdapat ke dalam 
wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten 
yang terletak di Provinsi Lampung. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa setelah pasca tsunami yang 
terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 di Desa Way Muli Timur 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lamsel mengakibatkan kerusakan 
terhadap rumah, sarana dan prasarana umum, perahu-perahu nelayan 
yang sebagai mata pencaharian penduduk dan sebagainya. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap peran 
                                                             
7
Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syari’ah (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 27. 
8
 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 





Pemerintah desa Kabupaten Lampung Selatan guna meningkatkan 
kembali ekonomi masyarakat di Desa Way Muli Timur. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Peran 
Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 
Pascatsunami. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa 
Kabupaten Lampung Selatan). 
2. Alasan Subjektif 
a. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin 
ilmu di Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
b. Tersedianya literatur serta sarana dan prasarana yang mendukung 
penulis dalam menyelesaikan penelitian ilmiah ini. 
c. Berdasarkan data fakultas belum ada yang membahas permasalahan 
ini, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul 
skripsi. 
C. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada sabuk gunung 
berapi pasifik (the ring of fire), kondisi ini menyebabkan banyak gunung 
berapi di Indonesia. Gunung api adalah suatu lubang bumi, dari lubang 









     Salah satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif adalah Gunung 
Merapi Anak Krakatau yang terletak di Selat sunda. Akibat erupsi Anak 
Gunung Krakatau yang terjadi pada sabtu malam tanggal 22 Desember 2018 
yang mengakibatkan tsunami yang menerjang sebagian Pulau Jawa dan Pulau 
Sumatera yaitu wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan khususnya di Desa 
Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa terparah terkena dampaknya. 
     Desa Way Muli Timur merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan 
Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Way Muli Timur merupakan salah 
satu desa wisata pantai dengan mayoritas masyarakat bertempat tinggal di 
pinggiran pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan, yang telah berdiri 
sejak tahun 1878 dan letak geografisnya berhadapan langsung dengan Anak 
Gunung Krakatau. 
     Menurut data yang diperoleh media ini bersumber dari posko Balai Desa 
Way Muli Timur, dari 383 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Way Muli 
Timur sebanyak 156 KK dengan kondisi bangunan rumahnya rusak besar dan 
hancur rata dengan tanah. Kemudian, korban jiwa atau meninggal dunia yang 
baru ditemukan sebanyak 22 jiwa dan delapan orang yang dikabarkan belum 
ditemukan. Sementara untuk korban selamat yang saat ini telah diungsikan 
kedataran lebih tinggi dibeberapa pos sebanyak 1.300 orang dari jumlah 1.479 
jiwa. Menurut pantauan di lokasi, setidaknya terdapat 10 posko pengungsian 
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yang tersedia. Sebagian warga setempat juga ada yang mengungsi ditempat 




     Akibat dari pada itu, maka dampak yang ditimbulkan dari tsunami tersebut, 
menyebabkan 90% masyarakat kehilangan tempat tinggal, harta benda, 
sekolah serta perahu-perahu nelayan yang sebagaimana digunakan nelayan 
melaut untuk mencari ikan rusak parah, sehingganya aktivitas dalam mata 
pencaharian masyarakat terputus. 
     Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam, 
dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan: 
“Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 





Terhadap bencana alam yang terjadi di Desa Way Muli Timur khususnya, 
maka dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana 
Alam bahwa pemerintah dan pemerintah desa yang menjadi penanggung 
jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12
 Berkaitan dengan 
tanggungjawab pemerintah dalam hal penanggulangan bencana disebutkan 
dalam Pasal 6 yang meliputi:
13
 
1. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana 
dengan pembangunan; 
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 
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3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 
bencana serta adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 
4. Pemulihan kondisi dampak bencana; 
5. Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana dalam anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang memadai; 
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana 
siap pakai; 
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan 
dampak bencana. 
 
     Pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sudah memasuki otonomi 
daerah yang memiliki hahikat bahwa pengelolaan pembangunan di serahkan 
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa.
14
 Otonomi daerah menurut 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah desa adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 
desa beserta masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada, dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta 
untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akana merangsang 
perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
15
 Tujuan 
dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih 
tinggi. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah dapat ikut 
campur secara aktif maupun secara pasif. 
     Pembangunan daerah merupakan bagian yaang integral dari pembangunan 
nasional yang tidak bisa lepaskan dari konsep otonomi daerah. Pembangunan 
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daerah juga mencakup pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dalam 
kerangka pembangunan nasional dengan prinsip kesemestaan, pembangunan 
harus bersifat komprehensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat 
termasuk dalam hal kesejahteraan. 
Terhadap bencana alam jika dilihat dari kaca mata hukum Islam bahwa 
segala sesuatu yang terjadi di muka bumi merupakan tegurandari Allah SWT. 
Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Syura ayat 30: 
 
ا َم ِب َف ٍة  َب ي ِص ُم ْن  ِم ْم  ُك َب ا َص َأ ا  و   َوَم ُف ْع  َ َوي ْم  ُك ي ِد ْي َأ ْت  َب َس يٍ َك ِث ْن َك  َع
 
Artinya: “Dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 




Bencana alam merupakan teguran yang disebabkan oleh perilaku manusia 
yang kufur kepada Allah atau menentang sunnatullah. Oleh karenanya, 
menurut Ajaran Islam manusia perlu berbenah diri dan serta kembali ke jalan 
Allah, agar bencana dalam konteks petaka alam dapat dihindarkan seminimal 
mungkin.
17
 Maka dalam Islam pemerintah dan rakyat dianjurkan untuk selalu 
taat kepada Allah SWT. Berkaitan dengan hal itu, dalam fiqh siyasah bahwa 
konsep pembangunan yang manusia harus bertujuan untuk kesejahteraan dan 
kemaslahatan, hal tersebut sejalan dengan tujuan maqhasid syari’ah. Adapun 
prinsip pembangunan dalam fiqh siyasah yang menjadi landasan pokok 
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meliputi tauhid, rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, 
rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu), 
Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi) dan tazkiyah 
(penyucian dan pengembangan). 
     Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan 
tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya 
dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan 
dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Adapun tazkiyah merupakan 
upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan 
berkah. Konsep kerangka tazkiyah didasari pada tiga pokoklandasan yang 
harus dipegang teguh yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan kepada 
Allah. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya 
diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga 
dikaitkan dengan aspek moral spiritual. 
Berkaitan dengan 4 (empat) landasan  pokok yang telah dijelaskan diatas 
menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasahyaitu 
mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. 
Tujuan ini menjadi pentingdengan adanya landasan khilafah disatu pihak, 
tanpa mengabaikankonsep tazkiyah. Keseimbangan inilah tampaknya yang 
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     Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah desa 
Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif 
Fiqh Siyasah”. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa 
Kabupaten Lampung Selatan). 
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 
1. Fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan spesifik dan sesuai 
dengan judul penelitian yang telah di tetapkan, maka penelitian ini 
terfokus kepada masalah Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan 
Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Di Desa Way Muli Timur 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.  
2. Batasan masalah, yaitu penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya 
dalam masalah Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Ekonomi 
Pasca Tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten 
Lampung Selatan. 
E. Rumusan Masalah 
1. Apa Peran Pemerintah Desa Way Muli Dalam Meningkatkan Ekonomi 
Masyarakat Pasca Tsunami?  
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Peran Pemerintah Desa Way 
Muli Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Way Muli dalam meningkatkan 





2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah tentang peran Pemerintah Desa 
Way Muli dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami.  
G. Signifikasi Penelitian 
1. Berupa ide dan inspiratif agar mampu mengembangkan ilmu dan metode 
yang efektif mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan 
kembali kwalitas ekonomi yang layak bagi masyarakat di Desa Way Muli 
Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan pasca tsunami 
dan kaidah-kaidah berdasarkan fiqh siyasah. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran dan 
sebagai bahan sumbangan peneliti kepada akademisi maupun masyarakat, 
dan khusunya pembelajaran untuk pemerintah desa yang lainnya dalam 
meningkatkan sosial ekonomi masyarakat terhadap korban tsunami di 
Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas 
Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara) di Universitas Islam Negeri  
Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H). 
H. Metode Penelitian 
     Metode penelitian ini merupakan cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilakukan.19 Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang 
diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah, serta hasil yang 
maksimal. Untuk itu diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak 
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dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
     Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reasearch) 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 
mengangkat data yang ada dilapangan.
20
 
b. Sifat penelitian 
     Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan manggambarkan keadaan subjek atau objek 
berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada masa sekarang. Dalam 
penelitian ini, pendekatan kualitatif difokuskan pada pendekatan 
makro, yang dilakukan melalui studi literatur dengan data sekunder 
seperti artikel ilmiah, dokumen perencanaan dan kebijakan 
pemerintah, serta media massa. Pendekatan ini digunkan untuk 
memahami konsep pemulihan pasca bencana tsunami secara umum 
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2. Sumber Data 
Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer 
     Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obek yang 
diteliti.22 Yang berkaitan dengan data peran pemerintah desa dalam 
meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami di Way Muli 
Timur. 
b. Data Sekunder 
     Adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari 
buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain 
berkaitan dengan judul skripsi ini.23 Seperti data yang berkaitan 
dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi 
masyarakat pasca tsunami. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
     Yaitu usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat 
data-data yang bersumber dari arsip dokumentasi Desa Way Muli 
Timur dan mengamati secara sistematis gejala yang terjadi seperti, 
sisa-sisa reruntuhan bangunan sampai dengan peran pemerintah desa 
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     Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban jawaban 
responden dicatat atau direkam.25 Seperti kepala desa, sekretaris desa, 
pamong desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan penduduk di 
Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 
Selatan. 
c. Dokumentasi 
     Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, 
catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda tentang 
pendapat, teori, dalil ataau hukum dan sebagainya, yang berhubungan 
dengan masalah penyelidikan.26 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalissasi yang terdiri atas objek-objek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
27
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Dengan demikiamn, yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah Pemerintah Desa. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagai bagian dari jumlah dan karakteistik yang 
dimiliki oleh populasi.
28
 Sampel ataupun objek dari populasi yang 
diambil melalui teknik  sampling, yakni kepala desa, sekretaris, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan penduduk Desa Way Muli 
Timur.  
5. Metode Pengolahan Data 
     Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi 
ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan 
melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu: 
a. Pemeriksaan data (editing) 
     Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, 
karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis 
dan meragukan.29 
b. Rekonstruksi data 
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c. Sistematisasi data 
     Yaitu metode mengelompokkan secara sistematis data yang sudah 
diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data dan berdasarkan 
urutan masalah.30 
6. Metode Analisis Data 
     Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data 
dikumpulkan, dan langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data 
tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis 
menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang 
umum dan peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
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A. Kajian Teori 
1. Pemerintah Desa 
a. Pengertian Pemerintah Desa 
Desa berasal dari bahasa sansakerta yaitu “Deshi” yang artinya 
tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Pengertian desa adalah 
unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relative 
jauh dari kota. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 
Tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki bataas wilayah yang berwenang unk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
 
Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa sebagai kesatuan 
hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 
pemerintahan sendiri, di dalamnya memiliki adat istiadat tersendiri 
dan juga peraturan tersendiri di dalam masyarajat.
2
 
Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa”, 
Pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan 
pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur 
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dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan menyampaikan 
laporan pelakasanaan tersebut kepada Bupati. Di dalam Peraturan 
Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Perangkat Desa atau 




Pemerintah Desa atau disebut juga dengan “Pemdes” adalah 
lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. 
Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 
2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpim pemerintah 
desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 Pasal 14 ayat 1 adalah 
Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan 




b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa 
Tugas dan fungsi Pemerintah desa, tidak berbeda dengan 
pemerintah daerah maupun pusat, yang sama-sama memberikan 
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pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas 
Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut: 
5
 
1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
UUD 1945 serta mempertahankan keutuhan NKRI. 
2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
3) Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat. 
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 
6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 
pemerintahan desa. 
7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan. 
8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. 
9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan desa. 
10) Melakasanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 
11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 
12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 
13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial 
budaya dan adat istiadat. 
14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 
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15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup.  
Sedangkan fungsi Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:
6
 
1) Fungsi Kepala Desa, Kepala Desa berkedudukan sebagai 
kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggara- kan 
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 
ke- masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk 
pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang  Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk 
melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai 
berikut: 
a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, 
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 
kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah; 
b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan 
kesehatan; 
c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
                                                             
6
 Ibid, h. 85. 
21 
 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; 
d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 
olahraga, dan karang taruna; dan 
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 
dan lembaga lainnya. 
2) Fungsi Sekretaris Desa, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas 
membantu kepala desa dalam bidang administrasi 
pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 
Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi: 
a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inven- 
tarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; 
c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
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keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, 
perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 
lainnya; dan 
d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan. 
3) Fungsi Kepala Urusan, Kepala Urusan berkedudukan sebagai 
unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu 
sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk 
melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan 
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat 
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, 
inven- tarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; 
b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
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pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat 
desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan 
c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi 
mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan. 
4) Fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur 
pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas 
kepala seksi mempunyai fungsi: 
a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
 masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa; 
b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan 
bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
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lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 
olahraga, dan karang taruna; 
c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
5) Fungsi Kepala Kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan 
lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan 
yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas 
di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun 
memiliki fungsi: 
a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta 
penataan dan pengelolaan wilayah; 
b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga lingkungannya; dan 
d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 





c. Struktur Pemerintahan Desa 
Struktur organisasi sangat penting dalam pemerintahan desa agar 
terciptanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh 
karena itu, sangat penting susunan organisasi desa harus dibuat 
secara teratur agar dapat berfungsi dengan baik. Struktur Organisasi 




















Struktur Pemerintahan Desa 
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2. Ekonomi Kerakyatan 
a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan 
Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana 
pelaksanaan kegiatan, pengawasannya dan hasil dari kegiatan 
ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.  
Menurut Sarbini Sumawinata, pengertian ekonomi kerakyatan 
adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan 




Ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem 
perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, 
ekonomi kerakyatan yaitu kegiatandari ekonomi yang dapat 
memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam 
berpatisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan 
berkembang secara baik. 
 
b. Tujuan Ekonomi Kerakyatan 
Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomi kerakyatan 
adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khusunya mengenai:
9
 
1) Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama 
yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan 
                                                             
8
 Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
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27 
 
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana 
tercantum dalam UUD 1945 ayat 1. 
2) Perwujudan konsep Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, 
berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang 
kebudayaan.  
3) Perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasi negara, 
tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 2. 
4) Perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada UUD 
1945 Pasal 27 ayat 2. 




1) Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat 
scara politik dan berkepribadian yang berkebudayaan. 
2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 
3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat. 
4) Meningkatkan efesiensi perekonomian secara nasional. 
 
c. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan 
Secara khusus dalam dunia perekonomian, konsep ekonomi 
kerakyatan sudah lama dikembangkan oleh Muhammad Hatta sejak 
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tahun 1930 yang dirumuskan ke dalam konstitusi Pasal 33 UUD 
1945.  




1) Perekonomian disusun sebagainusaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan. 
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara. 
3) Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya 
dikauasi oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
3. Tsunami 
Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak 
lautan “tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak. Tsunami 
adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena 
adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
12
 Menurut Bakornas 
PB2007, tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode 
panjang yang ditimbulkan karena gangguan impulsif dari dasar laut. 
Gangguan impulsive tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi 
vulkanik atau longsoran. 
Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa 
bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. 
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Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh ditengah laut, namun 
ketika mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat 
ini akan semakin membesar. Apabila gelombang menghampiri pantai 
ketinggiannya meningkat sedangkan kelajuannya menurun. Gelombang 
tersebut bergerak pada kelajuan tinggi, hampir tidak dirasakan efeknya 
oleh kapal laut (misalnya) saat melintasi dilaut dalam, tetapi meningkat 
ketinggian hingga mencapai 30 meter atau lebih di daerah pantai.
13
 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2007 Tentang Bencana Alam di definisikan sebagai rangkaian peristiwa 
yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun 
faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14
 
Bencana dapat terjadi karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa 
atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan 
(vulnerability) masyarakat. Hubungan keduanya dapat digambarkan bila 
gangguan atau ancaman tersebut muncul kepermukaan tetapi masyarakat 
tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa 
yang mengganggu tersebut, sementara bila kondisi masyarakat rentan 
tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi 
bencana. Adapun bencana dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:
15
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a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, 
tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. 
b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 
c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.  
Adapun mekanisme tsunami akibat gempa bumi dapat diuraikan 
dalam 4 tahap yaitu: 
a. Kondisi Awal 
     Yaitu dimana peristiwa gempa bumi biasanya berhubungan 
dengan goncangan permukaan yang terjadi sebagai akibat 
perambatan gelombang elastik (elastic waves) melewati batuan 
dasar ke permukaan tanah. Pada daerah yang berdekatan dengan 
sumber-sumber gempa laut (patahan), dasar lautan sebagian akan 
terangkat (uplifted) secara permanen dan sebagian lagi turun ke 
bawah, sehingga mendorong kolom air naik dan turun. 
b. Pemisahan Gelombang 
     Setelah beberapa menit kejadian gempa bumi, gelombang awal 
tsunami akan terpisah menjadi tsunami yang merambat ke 
samudera yang disebut sebagai tsunami berjarak (distant tsunami), 
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dan sebagian lagi merambat ke pantai-pantai berdekatan yang 
disebut sebagai tsunami lokal. Tinggi gelombang di atas muka air 
laut rata-rata dari ke dua gelombang tsunami, yang merambat 
dengan arah berlawanan, besarnya setengah tinggi gelombang 
tsunami awal. 
c. Amplifikasi 
     Tsunami lokal merambat melewati lereng kontinental, sering 
juga terjadi hal-hal seperti peningkatan amplitudo gelombang dan 
penurunan panjang gelombang Setelah mendekati daratan dengan 
lereng yang lebih tegak, akan terjadi rayapan gelombang. 
d. Rayapan 
     Pada saat gelombang tsunami merambat dari perairan dalam, 
akan melewati bagian lereng kontinental sampai mendekati bagian 
pantai dan terjadi rayapan tsunami.”Rayapan tsunami adalah 
ukuran tinggi air di pantai terhadap muka air laut rata-rata yang 
digunakan sebagai acuan. Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-
macam gangguan berskala besar terhadap air laut, seperti gempa 
bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi, tumbukan 
benda langit. Penyebab terjadinya tsunami sebagai berikut:
16
 
a. Longsoran Lempeng Bawah Laut (Undersea Landslides) 
     Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di 
perbatasan antar lempeng tektonik. Celah retakan antara 
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kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesarm, seperti 
sekeliling tepian Samudra Pasifik yang biasa disebut dengan 
lingkaran Api, lempeng samudra yang lebih padat menunjam 
masuk ke bawah lempeng benua. Proses ini disebut dengan 
penunjaman. Gempa subduksi sangat efektif membangkitkan 
gelombang tsunami. 
b. Gempa Bawah Laut (Undersea Earthquake) 
    Perisriwa gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan 
oleh pergerakan lempeng bumi. Gempa semacam ini terjadi 
dibawah laut, air diatas wilayah lempeng yang kemudian 
bergerak tersebut akan berpindah dari posisi ekuilibriumnya. 
Gelombang tersebut muncul ketika air ini bergerak oleh 
pengaruh gravitasi kembali ke posisi ekuilibriumnya. Apabila 
wilayah yang luas pada dasar laut bergerak naik ataupun 
turun, tsunami dapat terjadi. 
c. Aktivitas Vulkanik (Volcanic Activities) 
     Akibat pergerakan lempeng yang terjadi didasar laut, 
selain dapat menyebabkan gempa, dapat menyebabkan 
peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi. Kedua 
hal ini dapat menggoncangkan air laut di atas lempeng. Hal 
demikian juga dapat terjadi ketika meletusnya gunung berapi 
yang terletak pada dasar samudera yang kemudian dapat 
menaikkan air dan membangkitkan gelombang tsunami. 
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d. Tumbukan Benda Luar Angkasa (Cosmic-body Impacts) 
     Peristiwa umbukan dari benda luar angkasa seperti meteor 
merupakan gangguan terhadap air laut yang datang dari arah 
permukaan. Tsunami yang timbul karena sebab ini umumnya 
terjadi cepat dan jarang mempengaruhi wilayah pesisir yang 
jauh dari sumber gelombang. 
4. Fiqh Siyasah 
a. Pengertian Fiqh Siyasah 
     Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara 
spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan 
umat manusia pada umumnya, dan negara khususnya. Yang berupa 
penetapan hukum, pengaturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan 
yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan 
bagi seluruh manusia dan menghindari dari berbagai kemudaratan 
yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
yang dijalani suatu bangsa.
17
 
     Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yaqahu-fiqhan. Secara bahasa 
pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut Imam al- 
Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut “fiqh tentang 
sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada ke dalamannya. 
Kata “faqaha” diungkap dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali 
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diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman Ilmu yang 
dapat diambil manfaat darinya”. 
     Sedangkan menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman 
tentang hukum hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali 
dari dalil-dalinya yang rinci (tafsili). Menurut Ulama Syara‟ fiqh 
secara terminologis yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang 
sesuai dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari 
dalil-dalil yang tafshili atau hukum-hukum khusus yang diambil 
dari dasar-dasarnya. Jadi fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai 
hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah.
18
 
     Kata fiqh mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh 
firman Allah SWT: 
ا ًف ي ِع َض ا َن ي ِف َك  َرا  َ ن َل نَّا  َوِإ وُل  ُق  َ ت ِِمَّا  ريًا  ِث ُو َك َق ْف  َ ن ا َم ُب  ْي َع ُش ا  َي وا  ُل ا  َق
زٍ  زِي َع ِب ا  َن  ْ ي َل َع َت  ْن َأ ا َوَم َك  ا َرََجَْن َل َك  ُط َرْى ْوََل  َوَل
 
Artinya:“Mereka berkata,hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti 
tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya 
kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di 
antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah 
kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah 





     Sedangkan kata “siyasah” berasal dari kata sasa yang berarti 
mengatur, mengurus, dan memerintahkan. Pengertian kebahasaan 
ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 
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kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup 
sesuatu. Adapun pengertian secara terminologis siyasah, menurut  
Abu al-Wafa Ibn Aqil siyasah adalah suatu tindakan yang dapat 
mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh 
dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan 
Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
20
 
Menurut Abdul Wahaf Khallaf, dijelaskan bahwa siyasah adalah 
pengaturan perundangan-undangan yang dibuat untuk memelihara 
ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan. 
     Sementara Louis Ma’luf, siyasah yaitu membuat kemaslahatan 
manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun 
menurut Ibn Manzhur siyasah adalah mengatur dan memimpin 
sesuatu yang pada tujuannya mengantarkan kepada kemaslahatan.
21
 
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
     Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 
kajian fiqh menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. 
Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian 
fiqh siyasah menjadi beberapa bidang siyasah dan ada juga yang 
menetapkan ke dalam 5 bidang. 
     Berkaitan dengan maka ruang lingkup kajian siyasah syari‟iyyah 
timbul beberapa persoalan. Persoalan tersebut dapat diperluas seluas 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah  itu sendiri. Luasnya objek kajian 
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maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal 
beberapa pembidangan yang diajukan oleh beberapa ahli. Menurut 
Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam 8 bidang
22
, yaitu: 
1. Politik pembuatan perundang-undangan. 
2. Politik hukum. 
3. Politik peradilan. 
4. Politik moneter/ekonomi. 
5. Politik hubungan internasional.  
6. Politik administrasi.  
7. Politik peperangan. 
8. Politik pelaksanaan perundang-undangan. 
 Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup: 
1. Kebijaksanaan’pemerintah’atas’peraturan’perundan-undangan 
(Siyasah Dusturiyah).  
2. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah) 
3. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah)  
4. Hukum perang (Siyasah Harbiah).  
5. Administrasi negara (Siyasah Idariyah). 
Sedangkan menurut Ibn Taimiyah merumuskan menjadi 4 bidang 
kajian yaitu: 
1. Peradilan.  
2. Administrasi negara.  
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3. Moneter  
4. Serta hubungan internasional. 
Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf menjadi 3 bidang kajian 
saja yaitu: 
1. Peradilan. 
2. Hubungan internasional. 
3. Dan keuangan negara 
c. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam 
     Sebelum membahas kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika 
hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum 
Islam (fiqh) secara sistematis yang akan dapat diketahui kedudukan 
dan urgensi fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam itu. Secara 
global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok
23
, yaitu: 
1. Fiqh Ibadah 
Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 
Bagian dari fiqh Ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji.  
2. Fiqh Mu‟amalat 
Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia 
dengan masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini 
adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan 
ekonomi seperti jual beli, perjanjian, hutang piutang, jinayah 
(pidana) dan hukum perkawinan (munakahat). 
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Menurut T.M Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara 
sistematis menjadi enam bagian utama yaitu:
 24
 
1. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, 
zakat, dan haji. 
2. Berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. 
3. Berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama 
mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-
menyewa. 
4. Berkaitan dengan perangdamai dan jihad (siyar). 
5. Berkaitan dengan hukum acara di peradilan(munafa‟ah). 
6. Berkaitan dengan akhlak (adab). 
     Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh 
siyasah memegang peranan kedudukan penting dalam penerapan 
dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam 
masyarakat Islam. Tanpa pemerintahan, ketentuan hukum Islam 
akan menjadi sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk 
masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi 
untuk urusan-urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam 
membutuhkan siyasah. 
     Dengan demikian, dapat disimpulkan fiqh siyasah mempunyai 
kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat. 
Dalam hal memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan 





politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat, dan 
warga lain pada umumnya, pemerintah jelas memerlukan siyasah 
syar‟iyah. Karenanya tanpa kebijakan politik pemerintah yang baik, 
sangat memungkinkan umat Islam akan sulit mengembangkan 
potensi yang mereka miliki.
25
 
d. Peran Pemerintah Daerah Dalam Fiqh Siyasah 
     Sistem pemerintahan dalam pandangan fiqh siyasah menurut Al-
Mawardi berdasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada 
dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan 
atau reformasi. Konsep imamah yang dimaksud oleh Al-Mawardi 
dengan imamah adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. 
Imamah menurut bahasa yang berarti kepemimpinan. 
     Imamah juga disebut sebagai khalifah yaitu pemimpin tertinggi 
rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur 
kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang 
dengan fungsi lainnya.
26
 Kata imamah dalam al-Qur’an secara jelas 
tidak disebutkan yang ada hanya kata pemimpin sebagaimana 
firman Allah dalam Q.S. al-Anbiya ayat 73: 
َل  ْع ِف ْم  ِه ْي َل ِإ ا  َن  ْ ي ْوَح َوَأ ا  رَِن ْم َأ ِب وَن  ُد ْه  َ ي ًة  مَّ ِئ َأ ْم  ُى ا َن ْل َع َوَج
ِت  َرا  ْ ْْلَي ينَ ا ِد ِب ا َع ا  َن َل وا  ُن ا وََك ِة ا زََّك ل ا َء  ا َت ي َوِإ ِة  ََل صَّ ل ا َم  ا َق  َوِإ
Artinya: “Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami 
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dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan 
kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 




Imamah merupakan jabatan politis keagamaan, imam adalah 
pengganti (khalifah) Nabi Muhammad yang bertugas menegakkan 
agama dan mengatur politik umat Islam. Dengan demikian, seorang 
imam di satu pihak yaitu pemimpin agama dan dipihak lain sebagai 
pemimpin politik. Menurut Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa 
imamah itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah 
adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam setelah Nabi wafat.
28
 
Hukum mendirikannya adalah wajib menurut syara atas dasar ijma‟. 
Pandangan ini didasarkan pada beberapa firman Allah yang 
tercantum dalam al-Quran, diantaranya, QS. An-Nisa ayat 59 yang 
berbunyi: 
لََّو  ل ا وا  ُع ي ِط َأ وا  ُن َم َن آ ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  وِِل َي َوُأ وَل  رَُّس ل ا وا  ُع ي ِط َوَأ
لَِّو  ل ا ََل  ِإ وُه  ُردُّ  َ ف ٍء  ْي َش ِِف  ْم  ُت َزْع ا َن  َ ت ْن  ِإ َف ْم  ُك ْن ِم ِر  ْْلَْم ا
ٌر   ْ ي َخ َك  ِل رِذََٰ ِخ ْْل ا ْوِم   َ ي ْل َوا لَِّو  ل ا ِب وَن  ُن ْؤِم  ُ ت ْم  ُت ْن ْن ُك ِإ وِل  رَُّس ل َوا
ًَل  ِوي ْأ َت ُن  َس ْح  َوَأ
Artinya:”“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan 
kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
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Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, Al-Mawardi 
juga merunjuk pada al-Quran dan as-Sunnah an-Nabawiyyah, yaitu 
majelis syuro (pemufakatan) dan baiat (persetujuan umat). Sebagai 
realisasi telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar 
sebagai khalifah atas dasar pemufakatan (syuro) para pemuka Ansar 
dan Muhajirin, yang berlangsung dalam sidangdi saqifah/bagsal 
Bani Sa’idah di Madinah pengangkatan itu kemudian mendapat 
persetujuan dan pengakuan umat  (baiat).
30
 
Dalam fiqh siyasah terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dalam 
kepemimpinan Islam selain dari berpegang teguh dengan landasan 
hukum Islam al-Quran dan Hadis, yaitu:
31
 
1. Kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT 
     Hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan semua 
umat-Nya wajib mengikuti aturan-Nya. Ketaatan kepada 
Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada 
Rasul-Nya dan ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang 
yang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat 
kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an 
surat an-Nissa ayat 59: 
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وَل  رَُّس ل ا وا  ُع ي ِط َوَأ لََّو  ل ا وا  ُع ي ِط َأ وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي
ََل  ِإ وُه  ُردُّ  َ ف ٍء  ْي َش ِِف  ْم  ُت َزْع ا َن  َ ت ْن  ِإ َف ْم  ُك ْن ِم ِر  ْْلَْم ا وِِل  َوُأ
لَّوِ  ل ْوِم  ا  َ ي ْل َوا لَِّو  ل ا ِب وَن  ُن ْؤِم  ُ ت ْم  ُت ْن ْن ُك ِإ وِل  رَُّس ل َوا
ًَل  ِوي ْأ َت ُن  َس ْح َوَأ ٌر   ْ ي َخ َك  ِل رِذََٰ ِخ ْْل  ا
 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah 
dan Rasul, dan ulil amridi antara kamu. Kemudian 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikan kepada Allah dan Rasul (Sunahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 




     Menurut Nazwar Syamsu ulil al-Amri dijelaskan sebagai 
functionaries yaitu orang yang mengemban tugas, atau 
diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. 
Konsep ulil al-Amri adalah keberagaman pengertian yang 
terkandung dalam kata amr. Kata amr bisa diterjemahkan 
dengan perintah (perintah tuhan), urusan manusia atau tuhan, 
perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan manusia), kepastian 
(ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai 
tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.
33
 
2. Prinsip keadilan 
     Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua 
rakyat memiliki persamaan hak di depan aturan Allah yang 
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harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Disebutkan  dalam 
al-Quran  surat an-Nissa ayat 58: 
ا ْْلََم ا وا  َؤدُّ  ُ ت ْن  َأ ْم  رُُك ُم ْأ َي لََّو  ل ا نَّ  ا ِإ َذ َوِإ ا  َه ِل ْى َأ ََلَٰ  ِإ ِت  ا َن
لََّو  ل ا نَّ  ِإ ِل  ْد َع ْل ا ِب وا  ُم ُك ََتْ ْن  َأ ِس  نَّا ل ا ْْيَ  بَ  ْم  ُت ْم َك َح
ريًا ِص َب ا  ًع ي َسَِ َن  ا لََّو َك ل ا نَّ  ِإ ِو  ِب ْم  ُك ُظ ِع َي ا  مَّ ِع  ِن
Artinya:“Sungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan  
amanat kepada yang berhak menerimannya, dan 
apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, 
Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran 





     Setiap keberadaan hukum yang mana tidak lepas dari 
tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap 
hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan 
ketentaraman hidup. Oleh sebab itu manusia mengharapkan 
hal-hal di bawah ini, diantaranya:  
a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain; 
b. Tegaknya keadilan; 
c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. 
d. Saling menjaga keamanan,sehingga mencapai tegaknya 
hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri. 
e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan 
tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial. 
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f. Regenarasi sosial yang bersifat positif dan bertanggung 
jawab terhadap masa depan bagi kehidupan sosial dan 
kehidupan berbangsa serta bernegara. 
3. Prinsip persamaan 
     Bahwa setiap warga negara memiliki persamaan hak-hak 
yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah al-
Qur’an suratal-Hujurat ayat 10: 
وا  ُق ت َّ َوا ْم  ُك َوْي َخ َأ ْْيَ   َ ب وا  ُح ِل ْص َأ َف َوٌة  ْخ ِإ وَن  ُن ْؤِم ُم ْل ا َا  َّنَّ ِإ
ْرََحُونَ   ُ ت ْم  لَُّك َع َل لََّو  ل  ا
Artinya:“Sesungguhnya orangyang beriman itu bersaudara 
sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu 





4. Prinsip Musyawarah 
     Prinsip musyawarah bagi para pemimpin  negara dan para 
penguasa, masyarakat yang merupakan tolak ukur atas dari 
pada pelaksanaannya terhadap sikap saling menghargai dan 
saling menghargai pendapat. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah SWT dalam al-Quran surat Ash-Shuraa ayat 38: 
ْم  ُرُى ْم َوَأ َة  ََل صَّ ل ا وا ُم ا َق َوَأ َرِّبِّْْم  ِل وا  ُب ا َج َت ْس ا َن  ي لَِّذ َوا
ونَ  ُق ِف ْن  ُ ي ْم  ُى ا َن  ْ َرَزق َوِمَّا  ْم  ُه  َ ن  ْ ي بَ  وَرىَٰ   ُش
Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka diputuskan dengan musyawarah diantara 
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mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari 




Dengan sikap musyawarah, kepentingan yang berbeda 
diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya saja 
strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan bisa beragam, 
sehingganya musyawarah ingin menjadikan perbedaan yang 
ada tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk 
mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan. Selain 
prinsip musyawarah ini, ada beberapa prinsip pemerintahan 
yang didasarkan pada asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. 
Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 
b. Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM Prinsip ini 
secara tegas dijelaskan dalam al-Quran antara lain surah 
Al-Isro ayat 70: 
ِر  ْح َب ْل َوا رّْ   َ ب ْل ا ِِف  ْم  ُى ا َن َوََحَْل َم  َد آ ِِن  َب ا  َن رَّْم ْد َك َق َوَل
رٍي  ِث ىَٰ َك َل َع ْم  ُى ا َن ْل ضَّ َوَف ِت  ا طَّيَّْب ل ا َن  ِم ْم  ُى ا َن  ْ َوَرَزق
قْ  َل َخ ًَل ِِمَّْن  ي ِض ْف  َ ت ا   َن
Artinya: “Dan sesungguhkan Kami telah memuliyakan 
anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat 
dan di laut serta Kami anugerahi mereka 
rezeki yang baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan‟kelebihan‟yang‟sempurna‟atas‟kebany
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Ayat diatas menjelaskan tentang kemuliyaan manusia, 
yang mencakup kemuliyaan pribadi, masyarakat maupun 
kemuliyaan poltik. Dalam Islam HAM bukan hanya diakui, 
tetapi juga dilindungi sepenuhnya, karena itu dalam hubungan 
ini ada 3 (tiga) prinsip terhadap hak-hak tersebut dalam Islam 
ditekankan pada tiga hal yaitu: 
a. Persamaan manusia; 
b. Martabat manusia, dan 
c. Kebebasan manusia.    
Dalam persamaan manusia al-Quran yang merupakan 
pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam sangat 
menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap 
yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, 
seperti diskriminasi segala bidang, feodalisme, kolonialisme 
dan lain sebagainya. Martabat manusia berkaitan erat dengan 
karamah atau kemuliyaan yang dikaruniakan Allah kepada 
manusia. 
Salah satu kemuliyaan yang diberikan Allah SWT kepada 
manusia diantaranya kemampuan untuk berfikir dengan 
menggunakan akal. Dalam ajaran Islam, manusia diberikan 
kebebasan, minimal ada 5 kebebasan yang dapat dianggap 




a. Kebebasan beragama; 
b. Kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat; 
c. Kebebasan untuk memiliki harta benda; 
d. Kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; 
e. Kebebasan untuk memilih tempat kediaman. 
5. Prinsip peradilan bebas 
    Dalam ajaran Islam seseorang hakim memiliki kewenangan 
yang bebas dalam setiap putusan yang diambil dan bebas dari 
pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan 
dan persamaan terhadap siapapun. Sebagaimana Allah telah 
menjelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 57: 
ٍت  نَّا َج ْم  ُه ُل ِخ ْد ُن َس ِِلَاِت  ا صَّ ل ا وا  ُل ِم َوَع وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ َوا
ا  َه ي ِف ُْم  ََل ا  ًد َب َأ ا  َه ي ِف َن  ي ِد ِل ا َخ ُر  ا َه  ْ ْْلَن ا ا  َه ِت ََتْ ْن  ِم ِري  ََتْ
ًَل  ي ِل َظ َلِّ  ِظ ْم  ُه ُل ِخ ْد َوُن َرٌة  هَّ َط ُم ْزَواٌج   َأ
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan yang saleh, kelak akan kami masukan 
mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir 
sungai-sungai;kekal mereka di dalamnya; mereka di 
dalamnya mempuyai istri-istri yang suci, dan kami 





Prinsip peradilan bebas dalam  Islam bukan hanya sekedar 
ciri bagi suatu negara hukum, tetapi ia juga merupakan suatu 
kewajiban setiap hakim. Selanjutnya terhadap peradilan bebas 
merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan 
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persamaan hukum. Dalam Islam ditetapkan bahwa seorang 
hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh pihak 
lain. Dalam menentukan menetapkan suatu putusannya hakim 
memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam 
menegakkan hukum. 
6. Prinsip perdamaian 
     Salah satu ajaran pokok yang dibawa Rasulullah melalui 
ajaran Islam, ialah mewujudkan perdamaian untuk seluruh 
manusia dibumi. Al-Quran dengan tegas menyeru agar masuk 
ke dalam perdamaian, sebagaimana firman Allah dalam al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 208: 
َوََل  فًَّة  ا ِم َك ْل سّْ ل ا ِِف  وا  ُل ُخ ْد ا وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي
ْيٌ  ِب ُم وّّ  ُد َع ْم  ُك َل نَُّو  ِإ ِن  ا َط ْي شَّ ل ا ِت  َوا ُط ُخ وا  ُع تَِّب  َ  ت
Artinya: “Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; 




7. Prinsip kesejahteraan 
     Prinsip kesejahteraan dalam  Islam bertujuan mewujudkan 
keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota 
masyarakat, yang dibebankan kepada penyelenggara negara 
dan masyarakat. Bahwa keadilan sosial dalam ajaran Islam 
bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan materil, 
akan tetapi mencakup kebutuhan spritual. 
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8. Prinsip ketaatan rakyat 
     Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan  di 
dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 5: 
ْم  ُك َل لَُّو  ل ا َل  َع َج لَِِّت  ا ُم  ُك َل َوا ْم َأ َء  ا َه َف سُّ ل ا وا  ْؤُت  ُ ت َوََل 
ْوًَل   َ ق ُْم  ََل وا  وُل َوُق ْم  وُى ُس َواْك ا  َه ي ِف ْم  وُى ْرُزُق َوا ا  ًم ا َي ِق
ا ُروًف ْع  َم
Artinya:“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang 
ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja 
dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 




     Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat 
tanpa terkecuali berkewajiban mentaati perintah pemimpin, 
selama pemerintah tidak zalim. Apabila dalam mengambil 
keputusan penguasa yang keliru dan tidak mau menyadari 
kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinnya perintah 




     Selanjutnya terhadap peran dan tanggung jawab pemimpin 
dalam fiqh siyasah menurut Imam Al-Mawardi, sesungguhnya 
pemimpin itu untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga 
agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat imamah kepada 
                                                             
40
 Ibid., h. 77. 
41
 On-Line, tersedia di: https://scholar. Google. Co. Id/ citations, Zuhraini, “ kontribusi 
nomokrasi Islam ( Rule of Islamic law) terhadap negara  hukum  pancasila”. Al-Adalah Jurnal 
Hukum Islam, Vol xII No. 1 (juni 2014), h. 175-180. 
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orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah 
wajib hukumya berdasarkan ijma kendati al-Ahkam menyimpang 
dari mereka, dan apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara 
itu berdasarkan akal atas syariat, pengangkatan pemimpin Negara 
hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Secara teoritis dan 
idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin terhadap 
bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat dasar seorang 
pemimpin.  
 
B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penelitian mengetahui hal-hal  
apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah 
terjadi dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitan yang 
telah dilakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan 
terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 
Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. (Studi pada BUMDes Bangun 
Jejama Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
Selatan), oleh Rumaini Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis enelitian ini field 
reseach dan bersifat deskriptif dengan batasan masalah  yaitu  pada 
Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama di Desa Margodadi Kec. Jati 
Agung Kab. Lampung Selatan. Hasil penelitian  menunjukan bahwa 
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Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama cukup 
berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi 
penasehat dan pengawasan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa 
Margodadi belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes 
Bangun Jejama. 
2. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam 
Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. oleh 
Dora Primapurnama Belaya Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Jurusan 
Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas 
tentang efekktivitas peran desa dalam mengalokasikan dana desa 
menurut ekonomi islam, jenis peneletian ini yaitu field reseach dan  
bersifat kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis hanya meneliti Peran 
Pemerintah Dalam Mengalokasikan dan Desa (ADD) di Desa Surabaya 
ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tahun 
2017. Hasil penelitian Peran Pemerintah Desa Surabaya Ilir, kurang 
efektif  dalam hal Transparansi Dana Desa, Akuntabel dalam Laporan 
Pertanggung Jawaban Dana Desa, Partisipatif dari Masyarakat Desa 
Surabaya Ilir, serta Disiplin dan Tertib Anggaran dalam Pengalokasian 
Dana Desa (ADD). 
3. Skripsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan 
Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kec. Pakis Kabupaten 
Malang). Oleh Abdul Juli Andi Gani Jurusan Administrasi Publik, 
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Skripsi ini 
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membahasa tentang peran pemerintah desa dalam memberdayakan 
masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir 
telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-
program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua 
peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja 
bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, 
namun dalam melaksanakaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, 
pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala partisipasi 
masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang 
tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan. 
4. Skipsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras 
Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh 
Anis Yunus, Fakultas Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Universitas 
Negeri Mataram 2017. Skipsi ini membahas peran pemerintah desa 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan analisis 
data menggunakan metode analisis induktif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa peran pemerintah desa terhadap perkembangan 
pasar tradisional dalam meningkatkan taraf hidup memberikan pengaruh 
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa kekait. 
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5. Skripsi yang berjudul: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana 
di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan 
di Pamekasan 2007). Oleh Qaiyim Asy’ari Institut Agama Islam Al-
Khairat Pamekasan. Penelitian ini membahas dampak sosial ekonomi 
masyarakat akibat bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Iklim di kabupaten 
Pamekasan tergolong iklim AW yaitu Iklim tropis, basah dan kering 
curah hujan yang jelas sekurang-kurangnya satu bulan < 60 mm (2,4 
ich). Sedangakan menurut klasifikasi yang didasarkan atas bulan basah 
dan bulan kering untuk membantu usaha pertanian terutama padi, 
kabupaten pamekasan tergolong iklim D yang berarti secara umum 
tergolong daerah kering sehingga disepanjang kamarau potensi bencana 
kekeringan dikabupaten pamekasan sangat rentan dan tersebar di 11 
kecamatan dari 13 kecamatan di kabupaten pamekasan. Maksud dari 
kegiatan Penelitian dampak sosial ekonomi pasca bencana di kabupaten 
Pamekasan yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang daerah 
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